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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Perguruan tinggi merupakan salah satu organisasi pendidikan tingkat lanjut yang 

melaksanakan pembelajaran sekaligus pengabdian masyarakat. Menurut Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi adalah jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program 

sarjana, program magister, program doktor, dan  program profesi, serta program spesialis, 

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

Sedangkan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia terbagi menjadi Perguruan Tinggi Negeri dan 

Perguruan Tinggi Swasta. 

Perguruan Tinggi Negeri adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi di bawah naungan pemerintah. Perguruan Tinggi Swasta adalah lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi oleh masyarakat baik itu perorangan 

maupun dalam bentuk korporasi. Selain Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS), di Indonesia juga terdapat Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). 

Perguruan Tinggi Kedinasan adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki ikatan 

dengan lembaga pemerintahan tertentu sebagai penyelenggara pendidikannya. Selain untuk 

menyelenggaran pendidikan,perguruan tinggi juga dimaksudkan sebagai wadah penelitian 

dan pengabdian  masyarakat. 

Adanya perguruan tinggi diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang didapatkan oleh generasi penerus bangsa. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, pasal 4 

dijelaskan mengenai fungsi diselenggarakannya perguruan  tinggi, antara lain: 
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1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, 

berdaya saing, dan  kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. 

3. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai Humaniora. 

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip, 

seperti yang di atur dalam pasal 6 yakni; (1) Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas 

Akademika; (2) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, nilai  agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan 

kesatuan bangsa; (3) Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca 

tulis bagi Sivitas Akademika; (4) Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang 

berlangsung sepanjang hayat; (5) Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas 

Mahasiswa dalam pembelajaran; (6) Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan 

memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang; (7) Kebebasan dalam memilih 

Program Studi berdasarkan minat, bakat dan kemampuan Mahasiswa; (8) Keberpihakan 

pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; (9) Pemberdayaan semua 

komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

layanan pendidikan tinggi. 

Penyelenggara pendidikan tinggi sekaligus pengelola perguruan tinggi di Indonesia 

adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi sesuai dengan arah kebijakan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi namun dikembalikan pada Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pada tahun 2019.  Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan  

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan 
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Kebudayaan,  disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang merupakan 

penyelengara pendidikan tinggi di Indonesia serta merupakan bagian dari Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemendikbud).  

 Salah satu satuan kerja yang memiliki tugas dalam mengelola perguruan tinggi 

adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  (LLDIKTI). Berdasarkan Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 15 Tahun 2018, 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat  LLDIKTI adalah satuan 

kerja di lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai 

tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang kepala.Terbentuknya LLDIKTI sesuai 

dengan arah kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 57 dan persetujuan 

dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi berdasakan surat nomor: 

B/298/M.KT.01/2017 tanggal 24 mei 2017 dan surat nomor: B/215/M.KT.01/2018 tanggal 

21 Maret 2018. 

 Dalam Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pasal 3 menyebutkan bahwa LLDIKTI mempunyai 

tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

wilayah kerjanya terutamabagi perguruan tinggi swasta (PTS), serta pasal 4 mengenai 

fungsi LLDIKTI sebagai berikut; (1) Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi di 

wilayah kerjanya; (2) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan 

tinggi di wilayah kerjanya; (3) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan 

perguruan tinggi di wilayah kerjanya; (4) Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi 

dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah kerjanya; (5) Pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah kerjanya; 
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(6) Pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya; 

(7) Pelaksanaan administrasi LLDIKTI. 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terbagi menjadi empat belas (14) wilayah kerja 

yang cakupan wilayahnya meliputi beberapa provinsi. Salah satunya yaitu  Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II yang berada di Kota Palembang. Adapun cakupan 

wilayahnya yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu dan 

Provinsi Bangka Belitung. LLDIKTI Wilayah II juga memiliki tugas dan fungsi yang sama 

seperti LLDIKTI di wilayah kerja lainnya. Berikut data jumlah Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS) yang dinaungi oleh LLDKTI Wilayah II: 

Tabel 1 

Jumlah PTS serta Program Studi Terakreditasi 

Provinsi 
Jumlah 

PTS 

Program 

Studi 

Akreditasi A 

Program 

Studi 

Akreditasi B 

Program 

Studi 

Akreditasi C 

Sumatera 

Selatan 
105  2 238 146 

Lampung 77 9 123 152 

Bengkulu 14 - 63 33 

Bangka 

Belitung 
16 - 14 18 

Jumlah 212 11 438 349 

Sumber data: Sub Bagiam Kelembagaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

LLDIKTI Wilayah II termasuk kedalam tipe B yang terdiri atas tiga sub bagian. Sub 

bagian tersebut antara lain sebagai berikut; (1) Bagian Umum yang terdiri atas sub bagian 

perencanaan dan penganggaran, sub bagian hukum, kepegawaian dan tata laksana serta sub 

bagian tata usaha dan badan milik negara; (2) Bagian kelembagaan dan sistem informasi 

yang terdiri atas sub bagian kelembagaan serta sub bagian sistem informasi dan kerja 

sama; (3) Bagian akademik, kemahasiswaan dan sumber daya yang terdiri atas sub bagian 

akademik dan mahasiswa serta sub bagian  sumber daya.  
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Sub bagian LLDIKTI Wilayah II yang menjalankan program terkait dengan 

permasalahan kualitas perguruan tinggi di lingkungan kerjanya adalah bagian kelembagaan 

dan sistem informasi. Salah satu program yang terdapat di Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus pendidikan 

tinggi adalah program peningkatan kualitas kelembagaan IPTEK dan DIKTI di lingkungan 

Lembaga Layanan Pendidikan  Tinggi Wilayah II.   

Program peningkatan kualitas kelembagaan IPTEK dan DIKTI memiliki beberapa 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan 

tersebut antara lain sebagai berikut; (1) Bimbingan teknis pembuatan dokumen akreditasi 

institusi dan prodi perguruan tinggi; (2) Pembinaan berkelanjutan akreditasi institusi dan 

prodi perguruan tinggi; (3) Asistensi penyusunan statuta perguruan tinggi; (4) Verifikasi 

dan evaluasi pembinaan perguruan tinggi; (5) Dana pembinaan, pengendaliaan  dan 

pengawasan dari tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA); (6) Bimbingan teknis penguatan  

tata kelola perguruan tinggi; (7) Rapat kerja LLDIKTI Wilayah II  dengan pimpinan 

perguruan tinggi; (8) Pendampingan kerjasama perguruan tinggi; (9) Kegiatan lain yang 

dilakukan dalam upaya peningkatan  kualitas sarana dan prasarana LLDIKTI, maupun 

peningkatan kompetensi tenaga administrasi LLDIKTI. 

Salah satu kegiatan dari program peningkatan kualitas kelembagaan IPTEK dan 

DIKTI yang ditujukan untuk mengelola dan mengawasi kualitas perguruan tinggi terutama 

perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah II adalah bimbingan teknis 

penguatan  tata kelola perguruan tinggi. Kegiatan Bimbingan teknis penguatan  tata kelola 

perguruan tinggi diantaranya adalah mengenai penyusunan statuta perguruan tinggi, 

bimbingan teknis sistem pemjamin mutu internal dan eksternal perguruan tinggi serta audit 

mutu perguruan tinggi dan program studi yang ada di perguruan tinggi.  
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 Berikut merupakan kebijakan nasional sistem penjamin mutu pendidikan tinggi yang 

mendasari dilaksanakannya kegiatan bimbingan teknis penguatan  tata kelola perguruan 

tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah II; (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Perguruan Tinggi; (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  (3) 

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi; 

(4) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Standar Nasional  Pendidikan Tinggi; (5)  

Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi ; (6) 

Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; (7)) 

Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Pendirian, Perubahan Pembubaran Perguruan 

Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.  

Tercapainya tujuan suatu program atau kegiatan didasarkan atas pembiayaan dan 

anggaran yang disediakan untuk program atau kegiatan tersebut. Setiap daerah dan instansi 

yang ada di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola keuangannya 

masing-masing berdasarkan asas umum keuangan negara. Menurut Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara merupakan semua 

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban tersebut. Adapun asas keuangan  negara yang perlu diperhatikan  agar 

keuangan dalam suatu instansi dapat dikelola dengan baik adalah asas efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan pula keadilan dan 

kepatutan. 

Berikut laporan target dan realisasi anggaran kegiatan pada program kelembagaan 

dan kerjasama di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang per  

Desember 2018 dan 2019: 
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Tabel  2 

Laporan Target dan Realisasi Pencapaian Anggaran Bidang Kelembagaan dan 

Kerjasama LLDIKTI Wilayah II Tahun 2018 

Tahun 2018 

No Program/Kegiatan Alokasi Anggaran Target Realisasi % 

1 
Terselenggaranya audit mutu 

internal  
366.641.000 366.638.000 100 

2 
Terselenggaranya bimtek 

pengisian dokumen mutu 
385.188.000 385.184.305 100 

3 

Terselenggaranya sosialisasi 

pengembangan kurikulum 

Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi  

389.113.000 389.111.701 100 

4 
Terselenggaranya workshop 

statuta bagi PTS 
388.358.000 376.053.100 97 

5 
Terselenggaranya workshop tata 

kelola penyelenggaraan PTS 
250.694.000 250.691.000 100 

6 

Terselenggaranya verifikasi dan 

dan evaluasi pembinaan 

perguruan tinggi bidang 

kelembagaan dan kerjasama 

69.400.000 69.400.000 100 

7 

Terselenggaranya verifikasi dan 

dan evaluasi pembinaan 

perguruan tinggi bidang 

kepegawaian 

77.250.000 77.250.000 100 

8 

Terselenggaranya verifikasi dan 

dan evaluasi pembinaan 

perguruan tinggi bidang 

keuangan 

48.580.000 48.580.000 100 

9 
Terselenggaranya pengawasan, 

pembinaan, dan pengendalian 
183.311.000 153.521.300 84 

10 
Terselenggaranya rapat kerja 

Kopertis Wilayah II 
415.532.000 415.531.700 100 

11 
Terselenggaranya evaluasi 

kinerja akademik 
310.318.000 265.234.200 85 

Sumber data : Sub Bagian Keuangan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 Berdasarkan Tabel 2 Laporan Target dan Realisasi Pencapaian Anggaran Bidang 

Kelembagaan dan Kerjasama LLDIKTI Wilayah II Tahun 2018 tersebut, dapat dilihat pada 

tahun 2018 terdapat 11 kegiatan yang diselenggarakan sub bagian kelembagaan dalam 

rangka peningkatan mutu kualitas perguruan tinggi di lingkungan kerja LLDIKTI Wilayah 

II. Dapat dilihat juga pada tahun 2018, beberapa kegiatan telah mencapai target persentase 

100% seperti; (1) Kegiatan audit mutu internal; (2) Kegiatan bimtek pengisian dokumen 
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mutu; (3) Sosialisasi pengembangan kurikulum standar nasional perguruan tinggi; (4) 

Workshop tata kelola perguruan tinggi; (5) Verifikasi dan evaluasi pembinaan perguruan 

tinggi bidang kelembagaan dan kerjasama; (6) Verifikasi dan evaluasi pembinaan 

perguruan tinggi bidang kepegawaian; (7) Verifikasi dan evaluasi pembinaan perguruan 

tinggi bidang keuangan; (8) Rapat kerja Kopertis Wilayah II. Namun ada beberapa 

kegiatan yang belum mencapai target persentase 100%.  

Tabel 3 

Laporan Target dan Realisasi Anggaran pada Bidang Kelembagaan dan Kerjasama 

Kelembagaan Tahun 2019 

N

o 
Program/Kegiatan 

Alokasi 

Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
Sisa Dana % 

1 
Program peningkatan kualitas 

kelembagaan Iptek dan Dikti 
6.491.459.000 5.520.468.407 970.990.593 85 

2 
Pembinaan kelembagaan 

perguruan tinggi 
6.491.459.000 5.520.468.407 970.990.593 85 

3 

Layanan tata laksana dan 

sistem manajemen mutu 

LLDIKTI 

6.491.459.000 5.520.468.407 970.990.593 85 

4 
Penguatan pengawasan, 

pengendalian dan pembinaan  
5.100.986.000 4.366.607.075 734.378.925 85,6 

5 
Bimtek penguatan tata kelola 

PT 
421.271.000 420.226.700 1.044.300 97,7 

Sumber data : Sub Bagian Keuangan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 Bila dilihat target dan realisasi yang terjadi pada kegiatan bimtek penguatan tata 

kelola perguruan tinggi dari tahun 2018 hingga tahun 2019, secara terperinci yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel  4 

Target dan Realisasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola Perguruan 

Tinggi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2018-2019  

Tahun Anggaran Realisasi Sisa Dana Persentase 

2018 250.694.000 250.691.000 3.000 100 % 

2019 421.271.000 420.226.700 1.044.300 97,7% 

Sumber data : Sub Bagian Keuangan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 Berdasarkan Tabel 4 Target dan Realisasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan 

Tata Kelola Perguruan Tinggi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 
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2018 dan 2019 tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah anggaran yang 

dialokasikan untuk menyelenggarakan kegiatan bimtek tersebut. Pada tahun 2018 kegiatan 

bimbingan teknis penguatan tata kelola perguruan tinggi mencapai persentase sebesar 

100% yang artinya sangat efektif. Namun pada tahun 2018, kegiatan yang dilaksanakan 

mengenai penguatan tata kelola perguruan tinggi berupa workshop bukan bimbingan teknis 

seperti pada tahun 2019. Pada tahun 2019, jumlah dana yang tersisa cukup besar bila 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga presentasi realisasi pun menurun sebesar 

3,3%. 

 Berikut merupakan data peserta yang hadir pada kegiatan bimbingan teknis 

penguatan tata kelola perguruan tinggi tahun 2019: 

Tabel  5 

Target dan Jumlah Peserta yang Hadir Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan 

Tata Kelola Perguruan Tinggi Tahun 2019 

Kota 
Target Peserta 

yang Hadir 

Jumlah Peserta yang 

Hadir 

Palembang 105 Peserta 92 Peserta 

Bandar Lampung 105 Peserta 94 Peserta 

Bengkulu 104 Peserta 98 Peserta 

Jumlah 314 Peserta 284 Peserta 

Sumber data: Sub Bagiam Kelembagaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

 Kegiatan bimbingan teknis penguatan tata kelola perguruan tinggi dilaksanakan 

untuk menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi yang sesuai 

dengan arah tujuan dan kebijakan yang berlaku terutama bagi perguruan tinggi swasta yang 

ada di lingkungan kerja LLDIKTI Wilayah II, yakni sebagai berikut: 

1. Jumlah perguruan tinggi swasta di lingkungan kerja LLDIKTI Wilayah II 

sebanyak 212 PTS namun jumlah PTS ini tidak diimbangi dengan jumlah PTS 

yang terakreditasi A sesuai dengan amanat pasal 3 ayat (4)  Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi. 
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2. Jumlah program studi yang ada di 212 PTS mencapai 798 program studi, namun 

masih banyak program studi yang terakreditasi C sebanyak 349 program studi 

atau jika dipresentasekan sebanyak 43,7% dari jumlah program studi yang ada. 

 Adapun dengan adanya kegiatan bimbingan teknis penguatan tata kelola perguruan  

tinggi ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas perguruan tinggi di segala bidang 

terutama dalam menjawab permasalahan mengenai akreditasi program studi dan perguruan 

tinggi. Oleh karenanya dana yang dianggarkan perlu dikaji lebih lanjut mengenai 

penyerapannya pada kegiatan yang telah terlaksana ini agar dapat dilihat keefektifitasannya 

dalam  menjawab permasalahan mengenai kualitas perguruan tinggi tersebut, tidak hanya 

melalui ouput namun juga melalui outcome berdasarkan dengan pengertian efektivitas 

menurut Mahmudi dalam bukunya  Manajemen Kinerja Sektor Publik tahun 2015.  

 Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai: 

efektivitas penyerapan anggaran pada kegiatan bimbingan teknis penguatan tata kelola 

perguruan tinggi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tahun 2019, sehingga 

dapat diketahui bahwa dana yang telah dianggarkan memiliki output dan outcome yang 

dapat membantu memecahkan permasalahan terkait dengan kualitas perguruan tingi yang 

ada di lingkungan kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. Selain itu 

efektivitas penyerapan anggaran dalam penelitian ini tidak hanya berpusat pada jumlah 

anggaran yang tersera, namun juga pada dampak pelaksanaan kegiatan tersebut dalam 

menjawab permasalahan dan mencapai tujuan kegiatan. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

perumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana efektivitas penyerapan anggaran pada 

kegiatan bimbingan teknis penguatan tata kelola perguruan tinggi di Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II tahun 2019?” 



11 
 

C. Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh 

gambaran tentang bagaimana Efektivitas Penyerapan Anggaran pada kegiatan bimbingan 

teknis penguatan tata kelola perguruan tinggi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

Wilayah II tahun 2019 dan mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

efektivitas penyerapan anggaran tersebut. 

D. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:  

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan kontribusi teoritis dalam bidang penyelenggaraan kegiatan 

bimbingan teknis penguatan tata kelola perguruan tinggi di Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II. 

2. Manfaat Praktis, secara praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi terkait efektifvitas penyerapan 

anggaran sebuah kegiatan di Lembaga  Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

Palembang agar dapat memecahkan permasalahan terkait kegiatan atau  program 

yang tengah dilaksanakan. 
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